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Menirﬁbang

Mengingat

KETUA PENGAD]LAN NEGERI MAMUJU

KETUA PENGADILAN NEGERI MAMUJU,

. bahwa untuk mezqubangun?kepercayaan masyarakat terhadap

Pengadilan Negeri Mamiyu maka perlu dilakukan upaya
meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan
amanat dalam UlJD 1945, Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik dan berbugai peraturan
terkait lainnya; | :

. bahwa berdasark:ain Undang-Undang Nomor £!'5 Tahun 2009

tentang Pelayanai Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara
yang menyelenggarakan pelayanan publik w. yib menyusun
standar pelayanai publik;

. bahwa pelayana nan Pengadilan Negeri Mamuju adalah

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
bagi masyarakat ji¢ncari Ireadilan;

- bahwa untuk merjalankian fungsi tersebut dengan sebaik-

baiknya, maka P«:ﬁlgadila_fq Negeri Mamuju perlu menyusun
standar pelayanar:n!-publik: Eyang dapat menyelenggarakan dan
memberikan pelayanan ublik bagi pencari keadilan dan
masyarakat; | 3

. bahwa sesuai denﬁan per'»rzfi?mbangan dalam huruf a, b, ¢ dan

d maka perlu d

'etapka;n! Standar Pelayan:in Pengadilan
Negeri Mamuju. 11' .

. Undang-Undang Nomor 4 & Tahun 2009 tentmg Kekuasaan

Kehakiman; ;

. Undang-Undang ‘I'Jiomor 3 Tahun 2009 tent:ng Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahui. 1985 tentang
Mahkamah Agung; |

- Undang-Undang IMNomor 49 Tahun 2009 tent: g Perubahan

Kedua atas Undang-Undiang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum,; ! :

- Undang-Undang Ndmor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Republik Indonesia; !

. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

6. Surat Keputusan Ketuia Mahkamah Agung RI Nomor

076/KMA/SK/V1/2009 tentang Petunjul: Pelaksanaan
Penanganan Penpaduan Pada Badan Peradilan;

7. Surat Keputusar Ketua Mahkamah Agung FI Nomor 2-114

Tahun 2022 tentang Pelayanan Informasi di P’engadilan;

8.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

026/KMA/11/2012 tentarig Standar Pelayanar. Peradilan;

. Surat Keputusar Direktur Jenderal Badan P.:radilan Umum
Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/Sk /PS01/9/2015
tentang Pedomain Standar Pelayanan Pemborian Informasi
Publik untuk Masyarakal Pencari Keadilan dan Standar Meja
Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KE'I‘;’UA PENGADILAN NEGERI MAMUJU
TENTANG STANDAR FELAYANAN PADA PENGADILAN
NEGERI MAMUJU.

Menerapkan Standar Pelayanan Pengadilan MNegeri Mamuju
sebagaimana dalain lampiran ini Surat Keputusan ini sebagai
dasar dalam meinberikan pelayanan kepada publik dan
mengatur lebih lurgut detail pelaksanaan pulayanan yang
dilaksanakan pads Pengaclilan Negeri Mamuju.

Sejak ditetapkan surat keputusan ini, mak:. pelaksanaan
pelayanan publik s gar dilakukan sebaik-baikny 1 dalam upaya
untuk mencapai standar sebagaimana telah diatur sesuai
dengan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Mamuju ini.

Ketentuan mengernai Standar Pelayanan Penyiadilan Negeri
Mamuju disebut dulam lamipiran Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tangzal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akaa diubah dan
diperbarui sebagaimana mniestinya apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mainuju
Padaftanggal : 2 Januari 2024
Ketya)| Pengadilan Negeri Mamuju,

RUST.
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Lampiran

| Keputusan Ketua Pengadilin Negeri Mamuju
Nomor- : /KPN/SK. KP04.6/1/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

i
KETENTUAN UMUM |
A/ Tajuan
- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pe1cari keadilan
dan masyarakat. !
' 2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pengsdilan Negeri
. Mamuju dan lembaga pera;dilan. |

|
!
B.}‘ Maksud E
1. Sebagai bagian dari komitreen Peagadilan Negeri Mamuju kepada
masyarakat untuk membezf'ikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai pedoman bagi musyarakat dalam menilai kuavitas pelayanan
Pengadilan Negeri Mamuju ¥
_ 3. Sebagai tolok ukur bagi setiap pel ksanan pelayanan dalam
penyelenggaraan pelayanan di Pengadilan Negeri Mam uju.

C.i Ruang Lingkup :
1. Pelayanan pengadilan yang diatur di dalam Standar Pelayanan
+ Pengadilan Negeri Mamuju ini wcdalah pelayanan pengadilan pada
' Pengadilan Negeri Mamuju; :
| 2. Standar Pelayanan ini merauat:
Dasar Hukum .,
Sistem Mekanisme dan Prosediir
Jangka waktu '7 '
Biaya atau Tarif
Produk Pelayanan
Sarana Pelayanan
| g Kompetensi Pelaksanasm
3. Secara Umum Pengadilan l\!i(egeri Mamuju menyediakai pelayanan
sebagai berikut: B
i a. Pelayanan Administrasi Persidangan
| b. Pelayanan Bantuan Hukum g
' ¢ Pelayanan Pengaduan . !
' d. Pelayanan Permohonan Informssi
i 4. Segala ketentuan mengenai teknieagijhukum acara atau vang berkaitan
' dengan Putusan pengadilan bukanlah obyek d:ixi pelayanan
pengadilan dan oleh karenanya ticdlak termasuk dalam ruang lingkup
pelayanan pengadilan yang Edapat diadukan oleh masyarakat.
! ;

i
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D. Pengertian :
1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
. rangka pemenuhan keburuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil
setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau
pelayanan administrasi vang diselenggarakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. )
2. Standar pelayanan publik aclalah suatu tolok ukur yang dipergunakan
' sebagai pedoman penyelen,;garaalé pelayanan dan acuan penilaian
keualitas pelayanan sebagal komitmen atan Janji dari penyelenggara
. pelayanan kepada masyargkat urnftuk memberikan pelayanan yang
berkualitas. E
: |




3. Pelayanan Pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat,

khususnya-pencari keadildas; yang disediakan oleh Pengadilan Negeri

Mamuju berdasarkan peraturan perundang-undang:n dan prinsip-

prinsip pelayanan public. |

4. Penyelenggara pelayanan pengadilan yang selansutnya disebut

penyelenggara adalah selipp satuan kerja yang melaxukan kegiatan
pelayanan pengadilan. !

5. Pelaksanan pelayanan penjzadilan yang selanjutnya disebut Pelaksana

' adalah pejabat, pegawai dan setiap orang yang Dbertugas

melaksanakan tindakar.| atau serangkaian tidakan pelayanan

pengadilan.

6. Masyarakat adalah seluruh piliak, baik warga negara maupun
penduduk sebagai orang |perseo: angan, kelompok, 1naupun badan
hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan

. pengadilan, baik secara langsung fijnaupun tidak langsung;
. 7. Hari adalah hari kerja kecyali discbutkan lain dalam ketentuan ini.

E| Pejabat Penanggung Jawab Felayanan Pengadilan

' 1. Pejabat Penanggung jawal pelayanan Pengadilan Negeri Mamuju
terdiri dari: .
a. Penyelenggara pelayanan Pengadilan Negeri Mamuijil
b. Pelaksana pelayanan Pehgadilan Negeri Mamuju.
' 2. Pelaksana dalam menyeleaggarakan pelayanan publik di Pengadilan
. Negeri Mamuju harus berperilaku sebagai berikut:

.

adil dan tidak diskriminztif;
cermat;
santun dan ramah; :
tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
professional ]

tidak mempersulit
patuh pada perintah atagan yarlg sah dan wajar;
menjunjung tinggi nilai-nilai, akuntabilitas dan integritas
penyelenggara;

tidak membocorkan - ixforms si atau  dokumen yang wajib
dirahasiakan sesuai dengan periaturan peradilan dan perundang-
undangan yang berlaku; N
terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk: menghindari
benturan kepentingan;
tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas
pelayanan publik; ; ‘

tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam
menanggapi permintaax \informasi serta, proaktif daliim memenuhi
kepentingan masyarakat;

. tidak menyalahguna.lc%m iaformasi, jabatan dan/atau

kewenangan yang dimillki; sesuai dengan kepantasa n; dan
tidak menyimpang dari prosedur.

F. Pengaduan atas Pelayanan Pe’ongadilnin

. Pengadilan Negeri Mamuju dalam hél:

1. Masyarakat berhak mengudukan penyelenggara pelayanan publik

' a. Penyelenggara yang tidak: nelaks"_a.nakan kewajiban diin/ atau

melanggar pelayanan; dan

b. Pelaksana yang memberi pelayaran yang tidak sesuai dengan

!
|




standar pelayanan. g

. Pengaduan diajukan oleh s¢tiap orang yang dirugikan :itau oleh pihak

lain yang menerima kuasi untuk mewakihnya paling iambat 30 {tiga
puluh) hari kerja sejak pengadu menerima pelayanan Pengadilan
Negeri Mamuju. ,

. Pengaduan disampaikan | secara tertulis kepada satuan keija

penyelenggara pelayanan Pengachlcm Negeri Mamuju yaitu Pimpinan
Pengadilan Negeri Mamuji yang me-muat

a. nama dan alamat lengk ap, i

b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;

C. permintaan penyelesamn yang zhajukan

d. tempat dan waktu per lyampamn pengaduan serta tanda tangan
pengadu.

. Dalam keadaan tertentu atau at.mi permintaan pengadu, nama dan

identitas pengadu dapat dh%ahasmkan

. Penyelenggara pelayanan Pengadilan Negeri Mamuju wajib

memberikan tanda terime lét pen?aduan yang sekur:iing-kurangnya

memuat: JT

a. Identitas pengadu secara lengk:i Lp

b. Uraian singkat pelayeman Veé. ng tidak sesuai dengan standar
pelayanan pengadilan; ]

c. Tempat dan waktu pencrimaan pengaduan dan

d. Tanda tangan serta nama pejabat pegawal yang menerima

pengaduan.

. Penyelenggara pelayanam Pengadilan Negeri Mamuju wajib

menanggapi pengaduan maesyarakat paling lambat 14 {empat belas)
hari sejak pengaduan dltfrlma vang sekurang- kwangnya berisi
informasi lengkap atau t1(|ak lengkapnya materi aduai sebagaimana
dimaksud pada huruf F augka 3.

. Dalam hal materi aduan titak lexi gfkap, pengadu melengkapi materi

aduannya selambat—lambdt[nya SH [tlga puluh) hari terhitung sejak
menerima tanggapan | dari || penyelenggaran sebagaimana
diinformasikan oleh pihak penyele: 1':rgara

. Dalam hal berkas pengaduan tldak dilengkapi dalam 0 (tiga puluh)

hari maka pengadu dlanggvgap meri¢abut pengaduannya.

. Dalam hal pengaduan tidal! d1tangg=1p1 oleh penyelengg:ira pengaduan

sesuai dengan ketcntuan! maks pengadu dapat nienyampaikan
laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

\10 Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas

pelayanan Pengadilan Negeri Mamuju yang ditujukan kepada
penyelenggara pelayanan Pengadilan Negeri Mamuju dalam hal
pengaduan tersebut dlanglrap penting oleh Mahkamah Agung untuk
segera diselesaikan, atau dajam hal Penyelenggara lalai Jdan atau tidak
tepat waktu dalam menyel: ,alkan pengaduan tersebut.

"11. Penyelenggara Pelayanan Pengadilan Negeri Mamuju wajib

mengumumkan Rekap1tu|as1 pernyelesaian pengadu:in pelayanan
publik kepada masyarakai imelalui media yang mudatl. diakses oleh
masyarakat. Hal-hal yang ﬁllumulxﬁkan meliputi: jumlith pengaduan
yang masuk, jenis-jenis pe qgadual? yang masuk, status penanganan

pengaduan. i ;
| !

)
Penyelesalan Pengaduan ole ihi Penyclenggara Pelayanan Pengadllan

‘1

2.

Pengadilan Negeri Mamuiju waﬁb memeriksa pengaduan- dari
masyarakat mengenai pelayﬁlnan p'lwl blik yang diselengg:rakannya.

Dalam memeriksa mat elrl pe npaduan penyelenggara  wajib
bt

|
i
1
i
j
i
5
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berpedoman pada prinsip independent, nondiskriminasi, tidak
memihak, dan tidak memungut biaya. :

3. Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu
karena alasan tertentu yang dapat mengancam alau merugikan
kepentingan pengadu, peryelenggara dapat menden;:iar keterangan

pengadu secara terpisah. E
~ 4. Dalam melakukan pemeriksaan inateri aduan, penyelenggara wajib
! menjaga kerahasiaan.

; 5. Penyelenggara wajib memutusk: ¢1 hasil pemeriksaan pengaduan -
~ paling lambat 60 (enam| puluh) hari sejak berkas pengaduan
dinyatakan lengkap.

: 6. Keputusan mengenai pengaduan. ‘.%wajib disampaikan kepada pihak
pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

H. Ketentuan Sanksi | j :

' 1. Pimpinan satuan kerja yang dalam. hal ini bertindak sebagai atasan
pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan
Pengadilan Negeri Mamuju yang tidak melaksanakan kewajibannya

. untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam

 standar pelayanan publil berdasarkan kewenangan yang dimiliki
atasan sesuai dengan perzn.tiaran pérundang-undangan yang berlaku.

‘2. Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan senksi kepada
penyelenggara dan atau pelaksina pelayanan Penyadilan Negeri
Mamuju yang tidak memepuhi kewajibannya dalam melaksanakan

. pengawasan melekat atas ijmézlaksmtéaan standar pelayanan pengadilan.

{3. Jenis sanksi terhadap penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan

Pengadilan Negeri Maunu_il.{E didae:ﬁrkan pada ketentuvan dalam UU

' No.25 Tahun 2009 tentang Pélayanan Publik dan peraturan

perundang-undangan yang: Erelevaniyang berlaku di lingkungan badan

2

peradilan. | 1

| i
I. Penilaian Kinerja Pelayanan }!.’ublik-. '3
1. Penyelenggara  berkewajiban gjnelakukan penilidan  kinerja
penyelenggaraan pelayanan Pengadilan Negeri M:muju secara
terstruktur dan berkala pericaturwilan.
12. Mahkamah Agung melakukan penilaian kinerja peayelenggaraan
pelayanan publik pada seluruh satuan kerja secara terstruktur dan
+ berkala, i i‘
13. Penilaian  kinerja pelaj,fénan 'pengadilan  dilakukan dengan
| menggunakan indikator kinerja yang akan disusun ol:h Mahkamah
. Agung berdasarkan standar pelayzanan pengadilan.

J. Pelaksanaan Standar Pelayaian pada Satuan Badan Peradilan.
1. Standar Pelayanan Pengn.‘célilan pada Pengadilan Negeri Mamuju
disusun sesuai dengan kondisi ;@):ada masing-masiny: bagian dan

. kebutuhan masyarakat. [

2. Penyusunan Standar Pelayanan Fengadilan pada Penyadilan Negeri
* Mamuju disusun dengan memper imbangkan luas wilayah hukum,
moda transportasi, kebutuhan masyarakat, kemampusn pengadilan,
terutama dalam menentukan waktu, besaran biaya dan sarana
prasarana yang disediakan. E :
O

a) Biaya Perkara i
1. Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapaikan layanan

i



b)

¥

pengadilan pada perkara pidana.

2. Besarnya panjar bia V'a perkara pada tap-tiup pengadilan
ditetapkan melalui Surat Keputt isan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Mamuju No. 03/PEN.PDT.KPN/1(: / 2019/PN.MLG tanggal 23 Oktober
2019 dan telah diumumkan melal Hl papan pengumum an dan melalui
website. !

3. Masyarakat dikenakar | biaya|untuk proses perkara perdata.

Besarnya panjar biaya perkara c-iftetapkan dalam Surat Keterangan
Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau Penggiigat tidak akan
diminta untuk membayar apapun bang tidak tertera d:dam SKUM.

4. Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara perdata didasarkan
pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh
dekatnya jarak tempuh lketempat para pihak yang berperkara dan
jauh dekatnya jarak temp. 1];1 keterapat para pihak yang dipanggil serta
biaya administrasi yang dlpertcm ggungjawabkan dalam putusan,
(sesuai radius) |

5. Masyarakat dapat melukukan pembayaran biaya perkara melalui
bank. Pegawai Pengadilan Negen Mamuju tidak dibenaskan menerima
pembayaran biaya perkaru ]angsung, 3 dari pihak berperkara (SEMA No.

4 /2008).

6. Pengadilan hanya akan memmt.i penambahan biaya perkara dalam
hal panjar yang telah diba ygarkan Ielah tidak mencukuyii.

7. Pengadilan wajib men: Lbentahu dan mengembaliltan kelebihan
biaya perkara yang tidak te ?paka:; dalam proses berperlara. Bilamana

biaya tersebut tidak diamibil dal:im waktu 6 (enam) bulan setelah
pihak yang bersangkutan diberitahu maka uang ersebut akan
disetorkan ke Kas Negara idan tidak dapat diambil lagi oleh pihak
berperkara (SEMA No. 4/2 08) '
8. Pengadilan menetapkan biaya Fe ndaftaran upaya hakum banding
dalam SKUM yang terdiri dan binya pencatan pernyataan banding,
biaya bandmg yang ditetapkan oh!ah Ketua Pengadilar Tinggi, biaya
pengiriman uang melalui 'l)cmk/ kantor pos, ongkos kirim berkas dan
biaya pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak.

9. Penyelenggara Layanan| Pengadilan akan menetapkan biaya
pendaftaran upaya hukum kasas1 ditentukan dalam Penetapan Ketua
Pengadilan, yang terdiri dari biava pencatatan permyataan kasasi,
biaya kasasi yang ditet apkan Ketua Mahkamah Agung, biaya
pemberitahuan kepada para. pihak, biaya pengiriman barkas perkara,
melalui bank ke rekening IvIahkamah Agung.

10.Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim
oleh pemegang kas melalui j:ank atas nama Kepaniteraan Mahkamah
Agung RI dengan menggun akan bl:iinko khusus setoran Biaya Perkara
Mahkamah Agung dan Inikti p.=ng1nmannya dilampirkan dalam
berkas perkara yang bersa r;{glmtan L

1. Pengadllan akan menetapkan piaya pendaftaran ipaya hukum
peninjauan kembali yang. QLtetapl.an oleh Ketua Mahl:amah Agung,
biaya pengiriman berkas, hiaya pei pbentahuan melalui bank.

Pelayanan Bantuan Hukumn | {PERMA Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Laya,nan ]eEukum bagi Masyurakat Tidak

i Mampu)
1. Masyarakat dapat menggu[nakan layanan bantuan hukum yang

tersedia pada setiap kantor pengadiLm

2. Pengadilan menyediakan |, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang

mudah diakses oleh p1hak—pzhak ycmg tidak mampu.

i
i
i
!
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. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga

penyedia bantuan hukurr%.) yany bertugas pada Posbakum dan

memberikan layanan hukum sebagai berikut:

a. Bantuan pengisian formulir per.[:nohonan bantuan hikum

b. Bantuan pembuatan do 'umen hokum

c. Advis, konsultasi hukum dan b,l;mtuan hukum laintya baik dalam
perkara pidana maupunrn erkar:£ perdata

d. Rujukan kepada Ketua) Peng:siclilan Negeri untul: pembebasan
pembayaran biaya perkiiia sesuai syarat yang berlaku.

. Pengadilan memberikan I:zlﬂ'anan pembebasan biaya perkara (prodeo)

kepada pihak-pihak yan'; tidak mampu dengan mengajukan
permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis
Hakim dilampiri keterangan syarat- syarat tidak imampu (KMS,
JAMKESMAS) - :

'5. Penggugat berhak mendapatkan s&mua jenis pelayanaz. secara cuma-

cuma yang berkaitan dengna.ia pemeriksaan perkara procleo. Komponen
biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemaiggilan, biaya
pemberitahuan isi putusur, biaya saksi/saksi ahli, biaya meterai,
biaya alat tulis kantor, biaja penggandaan/fosokopi, biaya
pemberkasan dan biaya-bi a;*ya pengiriman berkas.

. Bagi masyarakat yang tidak riampu dapat mengajukan surat

permohonan  berperkara |secari prodeo (cuma-cuma) dengan
mencantumkan alasan-alusannya |kepada Ketua Pengadilan dengan
melampirkan. !
a Surat Keterangan Tidak Mampu' (SKTM) dari Lural./Kepala Desa
setempat; '
atau '
b. Surat Keterangan tunjangan sowial; lainnya seperti hartu Keluarga
Miskin atau Kartu Jamihan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
atau kartu Program Keluprga Harapan (PKH) atau kartu Bantuan
Langsung Tunai (BLT). | | :‘
¢. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan citandatangani
pemohon bantuan hukuin dan ‘diketahui oleh Ketua Pengadilan
Negeri. i

. Jika pemohon prodeo ticl.agk dapat menulis atau membaca maka

permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan
dengan menghadap Ketua Pengadilan.

- Prosedur permohonan berperkara secara prodeo ;

a. Permohonan diajukan #ccara lisan atau tertulis Jtepada Ketua
Pengadilan Tingkat Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung.

b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu
dicatat oleh Panitera, |Hakini yang ditunjuk (Hakim vyang
menyidangkan pada tingkat p'f:rtama) memerintatkan Panitera
untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan
memerintahkan untuk tnemanggil kedua belah pihak supaya
datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaaan tentang
ketidak mampuan Pemo]‘lian. L

c. Dalam tenggang waktu §palingﬁ tlambat 7 (tujuh) hari setelah
pemeriksaan Pengadilan 'ﬂ'ingkat. Pertama mengirimkan berita acara
hasil pemeriksaan dilampiri permohonan ijin beiacara secara
prodeo dan dokumen pendukung, ke Pengadilan, yang berwenang
memutus perkara yang di.ﬁ1ohon]<zn tersebut untuk diputus apakah
dikabulkan atau tidak. |

d. Jika permohonan diangggap memenuhi syarat maka diberikan
penetapan ijin berperkita secara prodeo. Ijin beracara secara



. b
’ b
prodeo diberikan Pen;lgd,a'tdilan atas perkara yang diajukan pada
tingkatan pengadilan negeri saja.
e. Jika ternyata pemohon orang yang mampu 1aaka dibeikan
| penetapan tidak dapat beracari secara prodeo dan yemohon harus
, membayar biaya seperti layaknj,}a berperkara secara umum.
| 8. Pengadilan menyediakan mggg:z@an untuk biaya perkara prodeo
| dengan memperhatikan |anggaran yang tersedia. Ketersediaan
| anggaran tersebut diumt:n{nkan kepada masyarakat secara berkala

' melalui papan pengumumjn Pengadilan atau media lain yang mudah
' diakses. |

{

c) Pelayanan Pengaduan j

1. Dasar Hukum :

| & Peraturan Mahkamah Agting Rl Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
. Pedoman Penanganan .IP:engadl;:lan (Whistleblowing System) Di
- Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada 1)ibawahny:

b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 lentang

. Pengawasan dan Pembinaahn atasan Langsung di Lingk ungan
Mahkamah Agung dan Badan Per:dilan di Bawahnya.

Persyaratan I

a. Pengaduan Melalui Meja li’engadu%_m /PTSP

. - Mengisi pengaduan secara tertulis

| - Melampiri butir-butir yarg diperlukan

b. Pengaduan melalui aplikasi SIWAL,

(http:/ /siwas.mahkamahsg Jung.qolid/)

- Menginput pengaduan dengan d:;ei‘ta yang jelas dan lengkap

. - Mengupload data dan bukti yang'dipertukan

ic. Pengaduan melalui Surat, émail, $MS, dan Kotak Pengaduan .

+ - Mengirimkan atau memagukkan, pengaduan melalui sarana yang
tersedia 1 :

i - Melampirkan data dan I:ruflkti yarig dipertukan
'Sistem, Mekanisme, dan Provedur:
~ Pemohon menyerahkan fo‘r.oft:opy KTP atau identitas lain yang sah;

- Pemohon mengisi formulir; |

- Pemohon membawa fotocopy bukti “bukti;

- Pemohon diberi tanda terirna;

~ Pengadilan Negeri Mamuju menyampaikan informasi pengaduan
- kepada pelapor dalam wakhi maksirnal 10 hari kerja;

- Pengadilan wajib memeriksa dan ruemberitahukan status pengaduan
. kepada pelapor. '
Jangka waktu penyelesaiarn - pengal;ﬁuan selambat-lamhatnya dalam

Pvaktu 90 (sembilan puluh) harj kerja sejak pengaduan didaftar di agenda .
pengaduan Badan Pengawasatl atau F'iengadilan Tingkat B:inding. Dalam

hal pemeriksaan belum selessj dilakivikan dalam jangka waktu tersebut

maka pengadilan memberitahykan alasan penundaaan te)sebut kepada
pelapor melalui surat. ¥

i
5. Pengadilan Negeri Mamuju | bebas biaya/tarif dalaia pelayanan
pengaduan. . .
6. Produk pelayanan pengaduan yaitu Svirat Keputusan/Rekomendasi.

7.

8.

Sarana dan Prasarana yang digunakan adalah ruang PTSP / meja
pengaduan. | |
Kompetensi pelaksana yaitu pegawai yang ditunjuk sebagai petugas meja \
pengaduan di Pengadilan Negeri Mamuju.,

Masyarakat dapat menyampaikan perigaduan melalui meja pengaduan /

PTSP, aplikasi SIWAS ( http //siwas.mahkamahaquna.qo.id/ ), email

1



d) Pefayanan Informasi. '
1. | Dasar Hukum: .

Pengadilan Negeri Mamuju, Kotak Pengaduan, atau melslui pos dengan
' mengisi formulir pengaduan| secars tertulis dan melarmpirkan bukti-
' bukti yang diperlukan. -

i

|

'a. Undang-Undang Nomor (4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik | ;

'b. SK KMA Nomor 2-144 JKMA/SK/1/2022 tentang Pedoinan Pelayanan

' Informasi Pengadilan.

|c. SK KMA Nomor 026/KMA /SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan. w

. | Persyaratan Permohonan Informasi:

.- Mengisi formulir yang disediakan;

|- Menyerahkan e-KTP atau identitas lainnya;

- Pengadilan Negeri Mamujii; membérikan informasi berpedoman pada

" SK KMA No 2-144/KMA/SK/1/20%2;

‘- Pemohon dapat mengaj L;qcan keberatan jika Pengadilan Negeri

. Mamuju menolak permohonan.

. |Sistem, Mekanisme, dan Prosé{:dur: _
|- Pemohon mengajukan permohonan melalui petugas Pelayanan

' Terpadu Satu Pintu (PTSP);| |

l- Pemochon menyerahkan fol;ﬂgopy K I‘P atau identitas labinya;

- Pemohon mengisi formulir tentang informasi yang diminta;

|- Pengadilan Negeri Marmuju dapat memberi jawaban untuk
menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan informasi;

- Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara

online atau melalui situs ! pengedilan, dengan melakukan proses

| pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam

. putusan. i :

. {Jangka waktu pelayanan peritiohonan informasi:

~ Pengadilan Negeri Mamujli meniberikan jawaban dapat ditindak

' lanjuti atau tidaknya permpohonan informasi selamba c-lambatnya 6

~ (enam) hari kerja.

- Pengadilan Negeri Mamuju wajib memberikan informas: yang diminta

. selambat- lambatnya dalam janglka waktu 13 (tigabel as) hari kerja

. sejak permohonan informas; dimo]'.nic}nkan.

- Pengadilan dapat meminta ;ﬁérpanj angan waktu bila dipurlukan proses
pengaburan informasi atau illEnformza.fsi yang diperlukan siilit ditemukan
atau memiliki volume be sar sehingga memerlukan waktu untuk
menggandakannya. '

Biaya/tarif dalam pelayanan _.dermoh::%nan informasi:

- Pengadilan Negeri  Mamuju|; akan memuigut biaya

penyalinan/fotocopy informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan

standar wilayah setempat tlan tidale memungut biaya lainnya.

Produk pelayanan permohonan informasi yaitu peryalinan atas

informasi yang diminta, antayd lain mengenai:

a. hak-hak para pihak yang herhuburigan dengan peradilan, antara lain

hak mendapat bantuan hukum, hik atas perkara cuma-cuma, serta

i hak-hak pokok dalam prose:af: persiclangan;

b. tata cara pengaduan dugaaan pelarggaran yang dilakukan hakim dan

| pegawali;

c. hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegaw ai;

d. tata cara memperoleh pelayanan iriformasi, dan;

e. informasi lain yang berdas:zuf;kan Sk 2-144 Tahun 2022 merupakan




informasi publik.
7. | Sarana dan prasarana you
. perlengkapan, dan petugas i

1g d1g,unakan yaitu ruang PTSP, alat
formasi.

8. | Kompetensi pelaksana yaitu] pegawzi yang memenuhi kriteria, serta
' petugas PTSP, PPID, atasan PPID.
9. ‘Pcmohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak

| permohonan informasi yang diajukar, paling lambat 5 (lina) hari melalui
| meja informasi / Pelayanan l‘erpadu satu Pintu.
I
e) Pelayanan Penelitian/Riset f
- Persyaratan pelayanan penelitian/riset
t- Proposal dari mahasiswa/ yang ber =angkutan,
- Surat pengantar dari kampus;

2. | Sistem, Mekanisme, dan Pros¢dur: |
‘- Mahasiswa/yang bersangvkutan tI{ atang menyerahkaa persyaratan
lengkap kepada petugas Pn,layana.r Terpadu Satu Pintuv.
3.  Jangka waktu pelayanan penelitian/1 riset selama 1 hari.
4. |Biaya/tarif dalam pelayanan peneht:-em /riset: bebas biay:.
5

 Produk pelayanan penelitian / bset yudtu surat keterangan / surat riset.
6. \Sarana dan prasarana yang iguna. ;{an yaitu Alat Tulis Kantor (ATK),
| Komputer, Formulir Permohonan dali '‘Buku Registrasi.

8. ‘Kompeten31 pelaksana yaitu petugas sP’I‘SP
In. STANDAR PELAYANAN ADMIIIIISTRME»I PERKARA
A. Dasar Hukum
1. 'HIR/Rbg | :
2. {Undang-Undang Nomor 8 Ta. hun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. |Undang-Undang Nomor 49 T:lhun 2001 tentang Peradilarn Umum.
4. |Undang-Undang Nomor 3 Tahiin 2009 tentang Mahkamal Agung
5. |Undang-Undang Nomor 48 T: 1hun 2009 tentang Kekuasa:n Kehakiman
6.

PERMA No. 1 Tahun 2019 ten: umg Administrasi Perkara dsn Persidangan
di Pengadilan Secara Elektroiik
PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No 2
{Tahun 2015 Tentang Tata Cara Peny:lesaian Gugatan Sedlerhana
'PERMA No. 1 Tahun 2016 ter 1t; -ang Prosedur Mediasi di Pe ngadﬂan
PERMA Nomor 2 Tahun 201% 'I‘entang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana
PERMA Nomor 01 Tahun 2()1|4 tent: ;ng Pedoman Pembirian Layanan
[Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 mengatur tentang Pedomai| Pelaksanaan
Diversi dalam Sistem Peradilaz

1 Pidan;
Keputusan Ketua Mahkans

~

o

10.

1.
a Anak.
h Agung Republik Indonesia Nomor

12

13.

14.

15.

16.

1129/KMA/SK/VIII/2019 tenta
dan Persidangan di Pengadilan
Keputusan Ketua Mahkama
026/KMA/SK/11/2012 tentarg
Keputusan Ketua Mahkamaly
tentang Jangka Waktu Penal1
Repubhk Indonesia
Keputusan Ketua MA
Pemberlakuan Buku II Pedonn
Pengadllan
}{eputusan Direktur
40/DJU/SK/HM.02. 3/1/2019
Pengadilan Negeri

) Ic:mor

Jeny 1E ral

ng Petunjuk Teknis Administrasi Perkara
Secara Elektronik

h Agung Republik Indonesia Nomor:
Standar Pelayanan Peradilan

‘Agung RI Nomor 138/KMA /SK/IX/2009

zguhar Perkara pada Mahkamah Agung

KMA/ 032/8K/IV/2006 tentang
an Pelaksanaan tugas dan Administrasi

Ba.dan Peradilan Umum No.
tentang Pedoman Eksekusi Pada




i-‘
|

17! Keputusan Direktur Jenderal 'Badan  Peradilan Umum No.

| 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/

2018 tenitang Pedoman Pemberkasan Arsip

: Perkara Yang Telah Diminutasi Pada, Pengadilan Tingkat Pertama

. Pefkara Perdata j

1. | E-Court

a.

. Pengguna Terdaftar dan Pe

Dasar Hukum: r

- Peraturan Mahkamah Agung. Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara Dan Pecrsidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik j

- SK KMA Nomor 129/KMA/SK,/VII/2019 tentang Pctunjuk Teknis
Administrasi Perkara can Porsidangan di Pengadilan Secara
Elektronik :

- SK KMA No 26/KMA/SK|/11/ 20]%_2 ttg Standar Pelayanan Peradilan

- Peraturan-peraturan lain terkaif jenis perkara dan

penanganannya

1gguna Lain dapat mendaftarkan gugatan

di pengadilarl : melalui website

https://ecourt. mahkamaligqung.cc.id/;

. Pengguna Terdaftar dan P‘enggunss;é Lain berhak untuk menggunakan

layanan administrasi penkara secara elektronik dengan segala
pendukungnya

. Pengguna Terdaftar dan 'Pengguna. Lain wajib untuk tunduk pada

syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem dan
pelayanan administrasi pericara berbasis teknologi infocmasi.

;6. Mahkamah Agung berhak untuk menolak pendaftaran pengguna yang

tidak dapat diverifikasi. |
Pembayaran panjar perkara ditujukan ke rekening Pengadilan Negeri

j. Biaya panggilan yang dise

Mamuju pada bank melal
tersedia. |

1

taksiran secara elektronik. |

pengadilan setelah dianggag
Selain sebagaimana diatur

ui saluran pembayaran elektronik yang

. Pengguna Terdaftar membayar panjar biaya perkara sesuai dengan

. Pendaftaran perkara secara elekironik diproses oleh kepaniteraan

» lengkap melalui proses ve: ifikasi.
alam hukum acara, panggilan menghadiri

persidangan terhadap parh pihak berperkara dapat disampaikan

secara elektronik jika tel;
tertulis untuk dipanggil s
mendapatkan persetujuan

tertulis dari prinsipal untuk

kepada para pihak yang ber

th menyatakan persetujuannya secara
secara clektronik. Kuasa hukum wajib

9
:
o

beracc’{f'a secara elektronik
mpaikan secara elektronik dibebankan
perkara.

Panggilan persidangan yang dikirim secara elektronik ditujukan
kepada domisili elekironik para- pihak (alamat swat elektronik
dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi).

Pelayanan Permohonan.

la. Masyarakat dapat menga_]‘ui.kan Permohonan melalui e-Court atau
dalam bentuk tertulis ataui lisan bila tidak dapat rnembaca dan

menulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.

b Petugas Meja I pada Pengau:i?ilan wajib memberikan bukd register dan

dibuatkan SKUM.

nomor urut setelah pemohon menibayar panjar biaya perkara yang
besarnya sudah ditentuken dal

am SK Ketua Peigadilan dan




| g

h,

Khusus untuk permohonsn pengahgkatan / adopsi anak, masyarakat
dapat mengajukan surat| Permohonan kepada Ketua Pengadilan

Negeri yang daerah hukumnya ineliputi tempat tinggal anak yang
hendak diangkat. )

. Pemohon yang tidak dap;zut; membhaca dan menulis dajpat mendatangi

Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum (Posbakym) Pengadilan
setempat yang akan membantu Pemohon untuk m:nyusun surat
permohonannya.

Pengadilan akan mengiritakan panggilan sidang kepad.1 Pemohon dan
para pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum s idang pertama.
Pengadilan wajib meny:lesaikan proses permohonian selambat-
lambatnya 1 (satu) bulin terhitung sejak sidang pertama. Bagi.
permohonan yang sifatnya scderhana (tidak ada termohon)
diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak

-

sidang pertama (kecuali diéentukzip. lain dengan undang- undang)
Pengadilan wajib memberikan penjelasan persoalan apa saja yang
dapat diajukan permohonan. 3

Suatu penetapan atas suatu pemlﬁbzhonan dapat diajukan kasasi.

| Pelayanan Gugatan !

| a.

Masyarakat dapat meng&j}ukan pugatan ke pengadilan melalui e-
Court, atau petugas meja PTSP dengan menyerahkan surat gugatan,
minimal 8 (delapan) rangkap. Untuk gugatan pertama dengan
tergugat lebih dari satu, nrna:ka surat gugatan diberikan sesuai jumlah
Tergugat; ‘

. Masyarakat menyerahkar 'salinan lunak (soft copy) surat gugatan

kepada pelaksana layanar pengadilan.

. Penggugat membayar biaya panjar berdasarkan surai Kuasa Untuk

Membayar (SKUM) dari prtugas Meja Pertama yang berisi informasi
mengenai rincian panjar b‘:t,a;ya perlzara yang harus dibayar. Penggugat
melakukan pembayaran panjar aielalui bank yang ditunjuk oleh
Pengadilan. i

|
. Penggugat wajib menyeral: can SKUM dan bukti pemb:tyaran kepada

Petugas Meja Pertama untu;k didaitarkan dan menerima tanda lunas
beserta Surat Gugatan yang sudah dibubuhi cap tanda tangan
pendaftaran dari petugas | pada hari yang sama aiau selambat-
lambatnya 2 (dua) hari kerja 3

. Pengadilan dapat memims penaxiibahan biaya perksra dalam hal

panjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi. Penggugat dapat
melakukan pembayaran Penambalizn panjar biaya perkara dilakukan
melalui bank yang ditunjukjoleh Pengadilan.

Pengadilan wajib menetaplian hari sidang selambat-lam batnya 3 (tiga}
hari kerja sejak perkara diterima cleh majelis hakim.

. Pengadilan wajib menyelenjigarakan pemeriksaan perkara (gugatan,

Jawaban, replik, duplik, pe |:r'§.buktian, kesimpulan, putusan, minutasi)
diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan
semenjak perkara didaftarkén. '

'h. Para pihak akan mendapatiian surat pemanggilan sidany; hari pertama

dari pengadilan selambat-lambatuya 3 (tiga) hari sebelum sidang
pertama. Penentuan hari sidang pertama sejak perkara diregister
ditentukan berdasarkan juralah tergugat dan domisili tergugat dari
Pengadilan.

Hakim wajib melakukan 'mediasi sebelum memeriksa perkara.
Ketentuan tentang pelayarian mediasi dapat dilihat pacla poin III.B.4
pada ketentuan ini. :




. Penggugat dapat mengajukian perinohonan mediasi setiap saat selama

. proses persidangan, llntuk mengajukan permohonan mediasi dapat
mengacu pada poin II1.B4 pada ketentuan ini.

' k. Pengadilan menyediakan salinan putusan kepada para pihak, paling

: lama 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan dimuka
persidangan. Bagi para |pihak yang tidak hadir pada sidang
pembacaan putusan. Pengadilan wajib memberitahukan paling lama
14 (empat belas}) hari =setelah putusan dibacalan di muka
persidangan. , '

4, ]Gugatan Perwakilan Kelompok {Class Action)

| a. Dasar Hukum

. PERMA Nomor 1 Tahun 20()2 tentang Gugatan Perwak ilan Kelompok

' b. Masyarakat dapat mengajukan guigatan melalui mekanisme gugatan
perwakilan kelompok (Cliss Actir{n} Gugatan Perwakilan Kelompok

- digjukan dalam hal:

i o Jumlah anggota kelompok sema_km banyak sehingga tidak efektif

; dan effisien apabila gugatan dilakukan secara sendiwri-sendiri atau

| secara bersama-sama dalam satu gugatan. :

, o Terdapat kesamaan fakta atsll peristiwa dan kesamaan dasar

hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat

: kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota

| kelompoknya. |

, 0 Wakil kelompok men liki ke jwuran dan kesun;iguhan untuk
melindungi kepentmgan anggota kelompok yang divvakilinya.

o Organisasi kemasyaral: atan / Lembaga Swadaya Masyarakat dapat
mengajukan Gugatan tmtuk kepentingan masyarakat. Antara lain
dalam perkara lmgkungan dar’perlindungan konsumen.

o Organisasi kemasyaralatan/ L. ernbaga Swadaya Masyarakat yang
mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi

i persyaratan yang d:thtukcm dalam undang-undang vyang

| bersangkutan antara ldm dalzmn Undang-Undang No. 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dlt_u Pengelolaan Linglmungan Hidup

atau Undang-Undang No. 8 Takiun 1999 Pasal 1 angka 10 jo. Pasal

: 2 ayat (1) Peraturan ' Pemerirn Ltah no. 59 Tahun 2001 tentang

| Lembaga Perlindungan {onsunien.

c. Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-per syaratan yang

diatur Acara Perdata yang b!erlaku dan harus memuat:

o Identitas lengkap dan _]1"18.8 dan perwakilan kelompok

n Identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota

o Identitas lengkap dan pelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan
nama kelompok anggot:i kelompok satu persatu.

o Identitas kelompok yang diperlukan dalam kiitan dengan
kewajiban melakukan p n*mberlt(ﬂman

i
i
‘
;

. Gugatan Sederhana |
a. Dasar Hukum
PERMA Nomor 2 Tahun 2[1} S Tentang Tata Cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana; 1
. PERMA Nomor 4 Tahun 2( WQ Tent: ang Perubahan atas PERMA No. 2
' Tahun 2015. | |
b. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di
. persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil
. paling banyak Rp. 500.00(.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang
| diselesaikan dengan tats.|cara dan pembuktianny: sederhana.




Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau
perbuatan melawan hulum dengan waktu penyelesaian gugatan
sederhana paling lama Qb (dua puluh lima) hari sejak hari sidang
. pertama.
| ¢. Adapun yang tidak terma suk dal:arn gugatan sederhana ini adalah :
. Perkara yang penyelesaian | sengkc tanya dilakukan melalui pengadilan
. khusus sebagaimana cliatur ;11 dalam peraturan perundang-
undangan; atau sengketa hak atas tanah.
d. Berikut adalah ketentuan bagi para pihak gugatan sederhana :
I Para pihak dalam gugatan sede:rhana terdiri dari penggugat dan
| tergugat yang masing-masing tic Lclk boleh lebih dar: satu, kecuali
. memmiliki kepentingan hukum yan g sama.
Terhadap tergugat yang ticak dike l;clhul tempat tinggalrya, tidak dapat
. diajukan gugatan sederhana. {!
Penggugat dan tergugat clalam gugatan sederhana berdomisili di
daerah hukum Pengadilan yang s:mna.
Penggugat dan tergugat 1z‘§rajib menghadiri secara langsung setiap
. persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
i e. Berikut adalah tata cara pendaftaran gugatan sederhana :
. Penggugat mendaftarkan |filgatannva di kepaniteraan pengadilan.
Penggugat dapat mendafiarkan gugatannya dengan 1nengisi blanko
gugatan yang disediakan i kepaniteraan.
Blanko gugatan berisi ket rangan mengenai:
a. Identitas penggugat dau‘ tergugat;
b. Penjelasan ringkas ducluk perL ara; dan
. ¢ Tuntutan penggugat. [
J Penggugat wajib melarmpirkan buku surat yang sudah dilegalisasi
‘ pada saat mendaftarkan gugat:n sederhana.

|
|

. Pelayanan Mediasi

16.1. Dasar Hukum: -

1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentan'g Prosedur Mediasi ¢i Pengadilan

6.2 Mediasi dalam Persidangan

a. Terhitung sejak penctapan penntah melakukan Mediasi dan

. menunjukan Mediator! sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 20

| ayat (5), jangka waktu proscs Mediasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (>j dan ayat (3), serta Pasal 3.} ayat (4) tidak
termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana

; ditentukan dalam l{é*bljakcm Mahkamah Agung mengenai

‘ penyelesaian perkara c]1 Pengadilan tingkat pertama dan tingkat

3_ banding pada 4 (emp.ht lingkiingan peradilan.

b. Terhadap Putusan 'yang menyatakan gugatan tidak dapat
diterima sebagaimani; dimaksud dalam Pasal 2. ayat (4) dan
Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi
scbagaimana dimaks LId dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat
dilakukan upaya hukllm g

. ¢ Jika Para Pihak tdak lerhasil mencapai kesepakatan,

. pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi

tidak dapat digunakan sebagal alat bukti alam proses
persidangan perkara
d. Catatan Mediator waji b dimusn-ahkan dengan beralhirnya proses
Mediasi.

1 e. Mediator tidak dapat menjadl asak31 dalam prose:; persidangan

‘ perkara yang bersangkiitan. |
f. Mediator tidak dapidt dikenai pertanggungjawaban pidana
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maupun perdata atai 1s1 Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi

! 6.3.Mediasi di Luar Persidméngan (¢i Luar Pengadilan)

a.

i
|
|

Para Pihak dengan ajau tanpa bantuan Mediator bersertifikat .
yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pen zadilan dengan
Kesepakatan Perdanlzlaian dapat mengajukan Kesepakatan
Perdamaian kepada! Pengadilan yang berwenang untuk
.memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
Pengajuan gugatan se aga.imjana dimaksud pada ayat (1) harus
dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai
alat bukti yang mentinjukkan hubungan hukum Para Pihak
dengan objek sengketd. L

Hakim Pemeriksa Pe r1|(ara di hadapan Para Pihek hanya akan
menguatkan = Keseppkatan' Perdamaian menjadi  Akta
Perdamaian, jika Kesepak:tan Perdamaian sesuai dengan
ketentuan Pasal 27 ayat (2). ¢

Akta Perdamaian atas{gugatan untuk menguatkaa Kesepakatan
Perdamajan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diucapkan oleh Hakira Pemeriksa Perkara dalain sidang yang
terbuka untuk umun: paling lama 14 (empat belas; hari terhitung
sejak gugatan didaftzrikan.

Salinan Akta Perdamajan sebagaimana dimaksuc pada ayat (4)
wajib disampaikan keépada Para Pihak pada hari yang sama
dengan pengucapan Akta Perdamaian

Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan
dalam bentuk Akta Perdamiaian tidak memenithi ketentuan
sebagaimana dimak,:est!Jd dafam Pasal 27 ayat (2), Hakim
Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para
Pihak tentang hal yang harus Ldiperbaiki.

Dengan tetap meml;::q'rhatikzm tenggang waktu penyelesaian
pengajuan Akta Perdamaian s:'e;bagaimana dimakstd dalam Pasal
36 ayat (4), Para '1.’ihak _!Wajib segera men:perbaiki dan
menyampaikan kembali Kesépakatan Perdamai: n yang telah
diperbaiki kepada Haikjm Pemneriksa Perkara.

|

. [Pelayanan Upaya Hukum | :
17.1. Pelayanan Administrasi Banding
i a.

Penggugat atau tergugat duapat mengajukan upaya hukum
banding melalui Panitera Muda Perdata pada Me¢ja Pertama di
Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender
terhitung keesokan harinya sejak putusan din wcapkan atau
diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.

Pemohon Banding ha_rf:us melnbayar panjar biays permohonan
banding yang dituangkan dalam SKUM. Panitera Muda Perdata
pada Meja Pertama. menczfu:at dalam buku register dan
memberikan Akta Pernyataan Banding kepada Pem.ohon banding
apabila panjar biaya banding 1elah dibayar lunas.

Pengadilan wajib me:‘l}:'ampai] an permohonan baading kepada
pihak terbanding dalam wakiu 7 (tujuh) hari ks lender, tanpa
perlu menunggu diterimanya emori banding,

Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan
banding dengan mengajukannya kepada Ketua Pen;jadilan Negeri
yang ditandatangi oleh pembanding dengan menyertakan akta
pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera.
Pengadilan Tinggi wajib melakukan pemeriksaan perkara

]
|
]



8. l Pelayanan Administrasi Eksekusi
| a. Masyarakat yang telah

C. Perkara Pidana

1. Pelayanan Persidangan

|
I
i
i
|
|
i
i
i

b.

diterima oleh pengaclilan pernigaju.

berkekuatan hukum tetap
atas putusan tersebut.

memnyiliki putusan pengadilan yang
dapat|mengajukan permolionan eksekusi

Pemohon eksekusi mengajukan ;[éérmohonan eksekusi kepada Ketua

Pengadilan Negeri.

Pengadilan harus mengatapkali biaya panjar ecksekusi yang
ditentukan dalam SKUM yang berisi komponen biaya eksekusi, yaitu

biaya meterai,

penetapan

Eksekusi, biaya pemberitahuan

Aanmaning/teguran tertulis kepada Termohon Eitsekusi, biaya

pelaksanaan  eksekusi |

(terdiri  dari biaya  Pelaksanaan

eksekusi/pengosongan, biaya siia. eksekusi/ angkat wita/CB), biaya
penyampaian Salinan Berita Acara Sita kepada piira pihak dan
desa/kelurahan, biaya pemberitahuan dan pencatatun eksekusi ke
Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan biaya sewa keidaraan.
Pengadilan harus seger: 'mengeluarkan penetapan cksekusi sejak
permohonan diterima. Penetapan tersebut meny:takan bahwa
permohonan eksekusi tersebut Uj.apat dieksekusi (executable) atau
tidak dapat dieksekusi (nan execiizable)

Jika setelah ditempuﬂi

'langkahJangkah sesuai ketentuan

perundangan dan terny'ei‘ta pihak yang kalah tetip tidak mau
melaksanakan putusan hakim, ‘p:laka Ketua Pengadilan membuat

penetapan eksekusi. 3

- Pemohon eksekusi wajib

5
membayar panjar terlebih dahulu agar

eksekusi dapat dilaksanakan. Jika biaya tidak me icukupi maka
Pemohon dapat dimintakan biaya tambahan pelaksanaan eksekusi

oleh Pengadilan dengan
rincian komponen biaya.

‘c?lisertai' tanda bukti pembayaran berikut

i

Setiap perintah eksekusi Eyang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan

harus dalam bentuk teriu

lis dan memperhatikan tenggang waktu

yang cukup sekurang- ln.lﬁangny:zg 3 (tiga) hari sebelura pelaksanaan

eksekusi.

Pengadilan menyediakan lruang %tunggu khusus yang terpisah di
pengadilan bagi terdakws / korbari/saksi-saksi jika diperlukan serta
Jaminan keamanan yang ir emadal. Jika hal ini tidak ¢imungkinkan,

maka Pengadilan akan

nengal:i_ur tempat terpisal. disesuaikan

dengan kondisi di Pengadilan. I

Saksi atau korban dapat. menga;l;ukan permintaan kepada Majelis
Hakim untuk mendapatken pemtriksaan terpisah taipa kehadiran
salah atu pihak apabila yang bersangkutan merasa tertekan atan

terintimidasi secara
mempertimbangkan perni
kondisi psikologis pemoha

Pengadilan  wajib  menyelesailtan perkara

psikologis.  Majelis  Hakim  akan
honarn tersebut dengan memperhatikan

pidana dengan

memperhatikan jangka |{waktu. penahanan. Terlakwa wajib

dilepaskan dari tahana:x:L;
terlampaui. Secara khusus!

jika jangka batas wakt: penahanan
jangka. waktu penyelesaian perkara pada

perkara pidana adalah sebagai beiikut:
i. Perkara pidana umur: harus diputus dan disele saikan paling
lama 5 bulan (SEMA. No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian




a.
L
f=

Perkara di Tingkat |Pertarna dan Tingkat Be nding pada 4
Lingkungan Peradilan) sejak perkara didaftarkan oleh Jaksa
Penuntut Umum dalam hal terdakwa tidak ditah: mn.

i. Perkara pidana yang terdakwanya ditahan akan diputus dan
diselesaikan oleh pengadilan paling lama 10 (sepuluh) hari
sebelum masa tahanan berakhir.,

iii. Jangka waktu penyvlesaian ‘perkara pidana khusus dilakukan
sesuai ketentuan Uridang-ur«lang.

Pengadilan wajib men;-;y;ii‘imkanf‘ putusan pada ‘tingkat banding,

kepada Terdakwa/KuasiHukumnya paling lama 1+t (empat belas)

hari sebelum masa tahanan berskhir.

Pengadilan wajib mengiriinkan putusan pidana pads tingkat kasasi

kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya paling lama 7 (twjuh) hari

sebelum masa tahanan llafxbis. |

Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka

waktu paling lambat 14 (empa;t belas) hari kerja sejak putusan

diucapkan kepada Kejaksaan, Lembaga Pemasyar.ikatan/Rumah

Tahanan Negara, Penyidik dan T clz_;rdakwa/ Kuasa Hukamnya.

Pengadilan wajib menyarnpaikan. petikan putusan kepada Terdakwa

dan’ JPU segera setelah putu.?zm diucapkan. Apabila putusan

diucapkan pada sore hdri maka penyampaian petikan putusan
dilakukan pada hari kerja beriku:l%nya.
|

. ;Pelayanan Sidang Bagi Analr yang lisfe_:rhadapan dengan Hukum

Dasar Hukum : :
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Siistem Peradilan
Pidana Anak | j

Undang-Undang No. 35 ‘Tahun 2014 tentang Perlindu ngan Anak.
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 mengatur
tentang Pedoman Pelalisanaan - Diversi dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak. '

Pelaksanaan diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur
12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah bernmur 12 tahun
meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahu n, yang diduga
melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan diversi di pengadilan diawali dengan per siapan diversi.
Setelah menerima penetapan ketua pengadilan untak menangani
perkara yang wajib di'|.1bayakap. diversi, hakim mengeluarkan
penetapan hari musyawarah diversi.

Penetapan hakim memuuit perintah kepada penuntut umum yang
melimpahkan perkara untuk m!g:nghadirkan pihak- pihak terkait.
Pihak-pihak terkait yang qlimaks:'ﬁd adalah anak yang berhadapan
dengan hukum dan korban besamg orang tuanya atau wali atau atau
penasihat hukum atau B.Hnbingah Pemasyarakatan (3APAS) untuk
mendampingi dan menjelaskan berbagai hal yang bermanfaat bagi
kepentingan anak dipersi(:[‘%tngan. :

Hakim anak wajib mengupayakai diversi dalam hal anak didakwa
melakukan tindak pidans iyang diancam dengan pidana penjara di
bawah 7 tahun. Atau ktiep:ada anak yang didakwa clengan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih
dalam bentuk surat daliwaan subsidaritas, alternaif, kumulatif,
maupun kombinasi (gaburigan).

Jika dalam musyawarah itia beralchir perdamaian, berarti telah ada
kesepakatan diversi. Dalurn diversi, setiap anak yang berhadapan
dengan hukum memang: sedapatnya dihindarkan dari pidana




| a.
\

la.

¢
i

enjara. :
Ilztalau tidak tercapai diversi dalam proses itu, maka dilanjutkan
dengan sidang anak biase. Dalam melakukan pemer ksaaan, hakim
pun wajib mempertimbangkan untuk memberikar. perlindungan
kepada anak. :
Jika diversi berhasil dilakukan ' tetapi anak yvang inenjadi pelaku
melanggar kesepakatan, maka diversi dianggap batal. Perkara akan
tetap dilanjutkan demi hukum.
Hakim dalam sidang anak tidak mengenakan toga
Dalam hal diperlukan prnahanan maka keputusan 1aenahan harus
mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kepentingan anak
atau kepentingan masyarakat. Tempat penahanan bagi anak
dipisahkan dari orang de wasa. |
Pengadilan wajib meny«diakan ruang tunggu dan ruang sidang
khusus untuk persidangan anak.
Hakim wajib untuk melindungi hak privasi anak dan eenghindarkan
anak dari tekanan psikologis, maka dengan menyelen 3garkan sidang
dalam ruangan tertutup. '

1
‘

. }Pelayanan Pengajuan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan

Terdakwa/Tersangka/Penasihat |Hukumnya dapai mengajukan
permohonan penangguhaun atau pengalihan penahanan secara lisan
di depan majelis Hakira, atau secara tertulis dengan surat
permohonan ditujukan kepada Majelis Hakim. Surat permohonan
tersebut harus menyehi Itkan alasan diajukannya penangguhan
penahanan. , !

Terdakwa/Penasihat Hukum/ Keluarga/Wali dapat memberikan
Jaminan penangguhan atgu pengalihan penahanan berupa jaminan
uang dan atau jaminan orang; -

Terdakwa/Tersangka/Periasihat Hukumnya harus menyebutkan
besarnya jaminan uang dalam Penetapan Penajiggunan atau
Pengalihan Penahanan. Fengadilin wajib menyimpan uang tersebut
di Kepaniteraan Pengadil:sufi Negeri dan bukti setornya diberikan pada
terdakwa/tersangka atau keluarga atau kuasa hukumnya.
Terdakwa/Tersangka/ Pergsihat | Hukumnya  wajib membuat
pernyataan kepada hakiilIgl bahwz ia bersedia bertsnggung jawab
apabila terdakwa yang ditahan inelarikan diri. Dalam penetapan
pernyataan pengguhan penahanan tersebut harus disebutkan
identitas secara jelas dan besar nya uang yang harus ditanggung
penjamin. aE

Terdakwa/Tersangka/Pengsihat Flukum hanya dapat mengambil
jaminan uang kembali jikaltelah terdapat Putusan vang berkekuatan
hukum tetap. '

. fPelayanan Sidang Tindak Pi.d;ana Rir;énganl Tilang

Persidangan untuk perkar-?‘t pelanggaran lalu lintas djselenggarakan

1 (satu) hari dalam 1 {sati1) minggu pada hari Jum’at. Dalam kondisi
tertentu Pengadilan dapat. Ijnenye]usnggarakan sidang tilang lebih dari
1 (satu) kaili dalam 1 (satil) minggu.

Persidangan wuntuk perkara tindak pidana 1ingan/tipiring
diselenggarakan setiap hari kerja. :

Pengadilan melaksanakari {Sidang Tilang di Pengadilan tepat waktu
yang telah ditentukan.

Pelanggar dapat mendatangi Pengudilan pada waktu yang ditentukan




banding dalam jangka wakiu 3 (tiga) bulan tecmasuk proses
minutasi (SEMA No.:! Tahun {2014 tentang Penye:esaian Perkara
di Pengadilan Tingkat Pertarna dan Tingkat Bunding Pada 4
.(Empat) Lingkungan Beradilan).

Dalam hal perkara |telah Cdiputus oleh Pengndilan Tingkat
Banding, salinan putusan segera dikirimkan kep.ida Pengadilan
Tingkat Pertama untuk segerfal diberitahukan kepada para pihak
sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju dalam waktu 14
(empat belas) hari. -

7.2. Pelayanan Administrasi Kasasi

a.

Penggugat atau tergugat dap:t mengajukan upays hukum kasasi
melalui Panitera Muca Perdarta pada Meja Pertama di Pengadilan
Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kaleader terhitung
keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
pada pihak yang tidalc hadir.

Pemohon atau Termichon dalam perkara permohonan dapat
mengajukan kasasi dalam waktu 14 (empat belss) hari setelah
penetapan diberitahukan kepadanya.

Pemohon kasasi heu"u:s mernbayar panjar permohonan kasasi
yang dituangkan dalaq SKUN. Pengadilan mencaiat dalam buku
register dan memberikan Akta Pernyataan Fasasi kepada
pemohon kasasi apahila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas.
Pemohon Kasasi wajib menyampaikan memori kesasi selambat-
lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah
pernyataaan kasasi iiiterimg pada kepaniterain pengadilan
negeri. Panitera wajib ﬁnembelfikan tanda terima atas penerimaan
memori kasasi. |

Pemohon Kasasi dapat melakukan pencabutar. permohonan
kasasi yang diajukan‘i kepacla Ketua Pengadilai: Negeri yang
ditandatangani oleh pemohorn kasasi dengan menyertakan Akta
Pencabutan Kasasi yarng ditandatangani oleh Panirera.

Dalam hal perkara lelah diputus oleh Mahkamah Agung,
pengadilan  wajib inengirimmkan salinan putusan kepada
Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahuka: kepada para
pihak dalam waktu 3Q (tiga puluh) hari sejak pwusan diterima
oleh pengadilan pengaju.

' 7.3. Pelayanan Administrasl:fl’eninjmuan Kembali

a.

Para pihak dapat menghjukar: upaya hukum Peninjauan Kembali
terhadap putusan yanjz telah berkekuatan hukurn tetap sesuai
dengan ketentuan undfmg—un%iang.

Penggugat atau tergugat dapat mengajukan i.paya hukum
Peninjauan Kembali ls:{:pada Panitera Muda Perd:ita pada Meja
Pertama di Pengadilan Negeri. |

Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara
yang dituangkan dalam SKUM. Pernyataan Peninjauan Kembali
dapat diterima bila pani]'ar dalam SKUM telah dibayar lunas.
Pencabutan Permohonan Perniinjauan Kembali disjukan kepada
Ketua Mahkamah Aigl;timg dan ditandatangani cleh pemohon
Peninjauan Kembali. | !

Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan Mahkamah
Agung, dalam hal perlara telak diputus oleh Mahl:amah Agung,
kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitaliukan kepada
para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan
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tersebut dengan membawi bukti pelanggaran.

Pengadilan mengumurnkan informasi tentang jadwal sidang
pelanggaran lalu lintas pada hari itu yang dimuat pada website,
papan pengumuman. 3 )

Apabila pelanggar berhalangar hadir dalam sidang maka yang
bersangkutan dapat menunjuk wakil/kuasa untuk menghadiri
sidang dan bersedia merbayar sejumlah uang dends sesuai dengan
yang dijatuhkan oleh Hakim dalarn persidangan.

. Segera setelah hakim rmemutus jumlah denda, P:langgar dapat

mengambil barang bukti kepada Jaksa.

| Pelayanan Pengajuan UpaymEHukucha

| 5.1.Pelayanan Administrasi Perkara Banding Pidana

\
;

a. Terdakwa /[ Penasehat 1Hukumnya dapat mengajukan
Permohonan banding dalaxn waktu 7 (tujuh) hari sesudah
putusan dijatuhkan, gtau selelah putusan diberitihukan kepada
terdakwa yang tidak Jnadir (:‘{edam pengucapan putusan. Dalam
hal jangka waktu tersebut terlampaui maka permohonan banding
tersebut akan ditoluk: oleh iﬁengadilan dengan membuat Akte
terlambat. | .‘1

b. Terhadap Permohonasn banding yang telah mem«nuhi prosedur
dan waktu yang ditc'z:t:apkan, Panitera harus meinbuatkan akta
pernyataan banding iyang ditandatangani oleh Panitera dan
pemohon banding, wserta cdiberitahukan kepada termohon
banding.

¢. Setiap penerimaan permohcnan banding yang diajukan dalam
hal terdakwa ada dalam tahanan, Ketua Pengadilan Negeri harus
melaporkan pada Pengadilan Tinggi tentang permohonan
tersebut paling lambat 2 (dus) hari.

d. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, pemohon
dan termohon bangling -vajib diberi kesen ipatan  untuk
mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hart

e. Selama perkara banc'lﬂng belum diputus oleh Pengadilan Tinggi,
permohonan banding dapat l;&i.cabut sewaktu-waltu, dan dalam
hal sudah dicabut; pemphon tidak boleh mengajukan
permohonan banding lagi. |

f. Dalam hal perkara telah cdliputus oleh pengadilan banding,
salinan putusan dikirim liepada Pengadilan Negeri untuk
diberitahukan kepadi terdakwa dan Penuntut Umum, yang
untuk itu Panitera merabuat akta pemberitahuan putusan dalam
waktu paling lama 2 (ciua) hari.

| 5.2.Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi Pidana

a. Terdakwa/Penasihat:Hukuminya dapat mengajukan Permohonan
kasasi kepada Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14
(empat belas) hari s«'s:s%udah putusan Pengadilan diberitahukan
kepada terdakwa/Pentintut UJmum dan sekanjutaya dibuatkan
akta permohonan kasasi oleh Panitera.

b. Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut,
tidak dapat diterima. |

c¢. Dalam tenggang waktix 14 (empat belas) hari setelah permohonan
kasasi diajukan, pem¢hon kasasi harus menyer:thkan memori
kasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada}. Uniuk itu petugas
membuat Akta tanda terima raemori/tambahan m smori.

d. Dalam hal pemohon kasas! adalah terdakwa yang kurang
memahami hukum, Pelaksaiia Layanan Pengaddan (Panitera)

s
i
|
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|
wajib menanyakan alasan ia mengajukan permohonan tersebut
dan untuk itu Panitera mencatat alasan permohonan kasasi.
Panitera memberitahukan tembusan memori kasasi kepada
pihak termohon dan untuk itu petugas membuat tanda terima.
Termohoan Kasasi dapat mengajukan kontra jnemori kasasi.
Dalam hal Termohon ‘Kasasi mengajukan kontra memori kasasi
untuk itu Panitera memberilan Surat Tanda Terima.
Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mal kamah Agung,
permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal
pencabutan dilakukan olel kuasa hukum tecdakwa, harus
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari 1erdakwa. Atas
pencabutan tersebut, ,Panite;r!a membuat akta pencabutan kasasi

.yang ditandatangani loleh Pa‘-’%nitera, pihak yang mencabut dan

diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Sel anjutnya akta
tersebut dikirim ke Mzhkam:h Agung.

Dalam hal perkara [telah diputus, Mahkamah Agung wajib
mengirimkan salinarn {putus:in kepada Pengadilan Negeri untuk
diberitahukan kepacla. terdakwa dan Penuntut Umum, paling
lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang
berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai
dalam waktu 30 (tiga pguluh) heridan 2 (dua) bulan untuk perkara

yang bersifat prioritas;

!

S5.3.Pelayanan Administrasi %Penin;iauan Kembali

a.

Permohonanan Penimauan Kembali dari terpidana atan ahl
warisnya diterima oleh Panitera Muda Pidana dan .libuatkan Akta
Pernyataan Peninjauin Kenbali serta dicatat dalam Buku
Register. Panitera Muda Pidana akan memberikaa tanda terima
kepada Pemohon. | ,

Dalam hal terpidana. selakét pemohoan Peninjauan Kembali
kurang memahami hukum, | Panitera wajib meaanyakan dan
mencatat alasan—alas,@m dalam Akta Pernyata:n Peninjauan
Kembali serta dicatai dalam ]E::"guku Register.

Dalam tenggang wakt | 2 (dua) hari kerja setelah pr:rmohonan PK,
Ketua Pengadilan Negeri wajib menunjuk Majelis Hakim yang
tidak memeriksa perkara 'semula, untuk memeriksa dan
memberikan pendapat apakizh alasan permohonan Peninjauan
Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang- UIndang.
Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja Majelis Hakim
pada Pengadilan Negeri memeriksa apakah permolionan PK telah
memenuhi persyaratan. Dalam pemeriksaan terse but, terpidana
atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan
Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai
Penuntut Umum dan dapat menyampaikan penda patnya.

5.4 Pelayanan Administrasi (3rasi.
a. Terpidana/penasihat hukumsriya dapat mengajukaa permohonan

b.

grasi terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap kepada Presiden secara ter tulis.

Dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati
permohonan grasi dapat diajukan tanpa persetuju in terpidana.
Putusan pemidanaarn ;yang dapat dimohonkan grasi adalah:
Pidana mati, Pidana seumur lidup dan pidana penjara minimal
2 (dua) tahun. :

d. Permohonan grasi tidal: dibata!as;i oleh tenggang wajrtu.

L
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e. Permohonan Grasi diajuken kepada Presiden melalui Ketua
Pengadilan Negeri y:ing merautus perkara pada ringkat pertama
dan atau terakhir urnituk diteruskan kepada Mahj:amah Agung.

f. Panitera wajib membuat Akta Penerimaan saliniin Permochonan
Grasi selanjutnya lerkas perkara beserta perinohonan Grasi
dikirim ke Mahkamih Agung. Apabila Permohoiian Grasi tidak
memenuhi persyaritan, panitera membuat Akta Penolakan
permohonan Grasi.

5.5. Pelayanan Sidang Pelanggaran Lalu Lintas

a. Pengadilan menyelenggarakan sidang pelanggaran lalu lintas
oleh aparat meliter dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari kerja sejak
pelanggaran terjadi. |

b. Sidang dilaksanakan dengan hakim Tunggsl berdasarkan
penetapan ketua pengadilan diselesaikan dengan tenggang
waktu 1 (satu ) hari kerja

c. Dalam hal terdakwa tidak dapat hadir dalam persidangan , maka
hakim tetap memutus perkara tampa kehadiran terdakwa pada
hari sidang

d. Panitera mencatat dalam bulu register perkara cepat ( tilang )
hasil persidangan pida han yang sama

Ditetapkan di : Mamuju
~Pada fanggal : 2 Januari 2024
Pengadilan Negeri Mamuju,




